- PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2043

~ TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 23 TAHUN 2011

P T

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Menimbang

Mengingat

, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20il Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, periu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Waiikota

Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

serta Monitoring dan Evaiuasi Hibah dan Bantuan Sosial; ,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
3298); : ‘ ‘

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4119); o

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noivior 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 42806);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor
i25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ientang Perubahan Redua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republiik indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasionai (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
4456); ‘

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
‘Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor il Tahun 2008 tentang HKesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4967);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Heuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

o
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143)
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12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah HKabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737); S

i3.Peraturan ivienteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pen'gelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 310); '
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rerita Negara Republik
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indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 7

15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor S03/MENKES/V/2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jjaminan HKesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/VI/2011
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan kesehatan Dasar Jamkesmas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394);
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
‘bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 540):

18.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
‘Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota.

Singkawang Nomor 11); -

19.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Tahuii
2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 14 ); ' 4
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20.Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaiuasi
Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

E.\AT RAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN "PELAPORAN SERTA - MONITORING
DAN EVALUASIHIBAH DANBANTUAN SOSIAL ’

Pasal |

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Waiikota Singkawang Nomor 23 Tahun 20ii
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta iVionitoring dan Evaiuasi Hibah Dan Bantuan
Sosial diubah sebagai berikut- ' '

1. Ketentuan Pasal 11 dlubah sehingga berbunyl sebagal berikut:
Pasai 11

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah,obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja pada PPKD. '

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

. Pemerintah;

. Pemerintah daerah lainnya;

Perusahaan daerai;

. Masyarakat; dan

Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian

obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pxha,<
ketiga/ masyarakat pada SKPD.
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2. Diantara pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaltu pasal 11 A, sehmgga
berbunyi sebagai berikut:
(1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
hibah dalam Lampiran lll Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
(2) Format Lampiran Il Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum-dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini, sebagal bagian yang tidak -
terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APED :

3. Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

(1)Reahsasr hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada
catatan atas laporan keuangan da!am penyusunan ‘laporan keuangan
Pemprmfnh Kota Singkawang.



(2) Format konvefsi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum uaiam Ltampiran ii

Peraturan walikota ini.

4. HKetentuan pasal 24 huruf ¢ dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
meliputi: '

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

wimbmlemn Inisda P L L P XY brmm [ 2% 7= PN
lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain

&
yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.
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5. Diantara pasal 24 dan pasal 25, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu pasal 24 A,
sehingga berbunyi sebagai berikut: '

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana

dimaksud dalam pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan

sebeiumnya. ,
(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada a' t (1)
dialokasikan Kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jeias nama, alamat

penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD,

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat. direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagu indmdu
dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasl anggaran yang tidak dapat
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aeuasaunaua dimaksud pada ayat o)

yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis heianja bantuan sosiai, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian
obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Objek belanja - bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan FOSIGI‘
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: :

a. individu ...un/a*a.z keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerirt*‘r‘n
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- (3) Bantuan sosiai berupa barang dianggarkan i dalami r\clOlllpUr\ belanja iang,alﬁg
yang diformulasikan ke dalam program dan kegia atan, yang diuraikan ke dalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek beianja bantuan sosial barang dan rincian
obyek beianja bantuan sosial barang vang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD. ' o

7. Diantara

pasal 3 1 dan pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu pasal 31A,
sehmgg berbun

ebagal beri '("t
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(1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
‘bantuan sosial dalam Lampiran iV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD,
tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga vang tidak
direncanakan sebelumnya

(2) Format Lamplran IV Peraturan Walikota sebagimana dimaksud pada avyat (1)
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APED.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1
(satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
(1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ‘tentang APBD dan
Peraturan Walikota tentang peniabaran APBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam HKeputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud daiam dedl 24 A. :

(2a) Penyaluran /penyerahar bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
vang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 24 A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau
keiuarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh
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(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
iangsung (LS).

(4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang

bantuan encial

Riniaiess s Eilas.

9. Diantara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan satu pasal baru, yaitu pasal 38 A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PPKD membuat rel apatulas: penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yvang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 A, '

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu
dan/atau keluarga. :

10. Ketentuan Pasal 39 diubah dan dltambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2),

~oor

sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;

zs
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Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penenman ituan sosial;

&

c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang
atau h"kﬂ serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa
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~ (2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh b dan huruf ¢

dikecuaiikan iterhadap bantuan sosiai bagi individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan seneiumnya

14. Ketentuan pasal 42 dltambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagal berikut:

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikenversikan sesuai standar s Efumansi

: pemermtahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada atan
! a h

tangan dalam penyusunan laperan keuangan pem rmtai.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial befupa barang sebagaimana

dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran ii Peraturan Waiikota ini.-

' 12. Ketentuan Peralihan diubah, sehingga berbunyi sebagai benkut

BAB Viii ,
KETENTUAN PERALIHAN

fada saat Peraturan walikota ini diberiakukan:

P

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, = pelaporan dan
pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial muiai tahun anggaran
~ 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota ini. :

Ketentuan yang mengatur mengenai hibah dan bantuan social pada Peraturan

.k

Walikota Nomor 23 iahun 2041 tentang penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban seria monitoring dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
uenemangan uengan Ketentuan dalam reraturan Walikota ini.

Pasalll

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkén.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya  memerintahkan pengundangan Peraturan'
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FomT s,

- Walikota ini dengan peﬁempmannya dalam Berita Daerah Hota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 10 Januari 204

WALIKOTA SINGKAWANG,
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e AWANG ISHAK

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY/
KEPALA BAGIAN HUKUM,DAN PERUNDANG-UNDANGAN




